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Abstract: One issue that any nation frequently encounters during the growth process is 

poverty. Basically, the more poverty a country experiences, the more likely it is that its 

own growth will be hampered. As a result, the government frequently runs initiatives to 

address the issue of poverty. The Joint Business Group (KUBE) is one of the government 

initiatives designed to end poverty. KUBE is an organization made up of a number of 

individuals who are considered to be poor. Its mission is to carry out Productive Economic 

Enterprises (UEP), which will be accompanied by individuals who have been selected or 

assigned, in order to increase revenue and improve the social welfare of the community. 

This study was carried out in the Banyuwangi Regency hamlet of Purwoagung 

Tegaldlimo. Researchers employ six indications in the evaluation process: effectiveness, 

efficiency, sufficiency, feeling, responsiveness, and correctness. A case study using a 

qualitative approach is the technique employed. The implementation of the KUBE 

support program in Purwoagung Tegaldlimo village, Banyuwangi Regency, cannot be 

said to have been effective, according to the fieldwork findings of the researchers. Only 

three of the six measures used—efficiency, sufficiency, and leveling—were fulfilled. In 

the meanwhile, there are 5 steps in the implementation process: selection, verification, 

checking, distribution, and monitoring. In the Banyuwangi Regency village of 

Purwoagung Tegaldlimo, mentorship, product promotion, COVID-19, and member 

commitment are the barriers to the growth of the KUBE aid program. 
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Pendahuluan 

Permasalahan kemiskinan sering kali dianggap sebagai hambatan yang cukup besar 

bagi semua Negara dalam proses pembangunan, teruama bagi Negara yang masih 

tergolong Negara berkembang. Negara yang masih tergolong Negara berkembang 

misalnya adalah Negara Indonesia, di Indonesia sendiri memiliki permasalahan mengenai 

kemiskinan yang menjadi momok menakukan dan masih tergolong sulit untuk diatasi. 

Walaupun setiap tahunnya angka kemiskinan di Indonesia signifikan menurun, namun 

angka kemiskinan di Indonesia masih cukup inggi, hal ini didasari dengan data dari BPS 

(Badan Pusa Saisik) yang menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 

Sepember 2021 sejumlah 26,50 jua jiwa, angka tersebu mengalami penururunan sebesar 

1,05 jua jiwa dibandingkan pada bulan Mare 2021 lalu yang jumlah penduduk miskin di 

Indonesia sebesar 27,54 jua jiwa (Badan Pusa Saisika, 2022:17). 

Dari permasalahan kemiskinan yang menghambat pembangunan Negara, maka 

pemerintah sering membuat beberapa program yang bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat. Adanya upaya pemberdayaan diharapkan mampu meningkakan 

kesejahteraan masyarakat teruama pada bidang perekonomiannya. Dalam proses 

pemberdayaan masyarakat pemerinah berkewajiban unuk memberikan motivasi dan 

memberikan peleuang kepada masyarakat agar memiliki keinginan dan semangat unuk 

berwirausaha dan lebih mandiri. Selain memberikan moivasi dan peluang, pemerintah 

juga memiliki tanggung jawab memberikan modal kepada masyarakat. Karena jika 

masyarakat telah memiliki penghasilan yang memadai bukan hanya masyarakanya saja 

yang merasakan manfaanya namun Negara juga akan mendapakan manfaat yaitu semakin 

bertambahnya pendapatan Negara dan semakin menekan angka kemiskinan. 

Dari permasalah ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia maka dari itu 

pemerinah menbentuk beberapa program pemberdayaan masyaraka miskin yang diujukan 

mampu mengatasi permasalahan kemiskinan ersebu. Salah sau program banuan 

pemerinah ersebu adalah KUBE. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suau 

organisasi yang beranggota beberapa orang yang tergolong miskin dengan tujuan 

meningkakan pendapatan dan meningkakan kesejahteraan sosial masyaraka dengan 

melaksanakan Usaha Ekonomi Produkif (UEP), dan akan didampingi oleh orang yang 

elah diunjuk aau diugaskan (Kemenerian Sosial RI, 2019:28). 



 

Vol. 12 No. 01 Juni 2021 

Evaluasi Bantuan Pemerintah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyaraka dalam Perspekif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Purwoagung 

Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)…… 
   

 

 
3 P-ISSN : 2088-6365 | E-ISSN : 2477 - 5576 

Pemerintah menyalurkan program banuan KUBE bukan hanya sekedar 

memberikan banuan unai kepada keluarga penerima banuan saja. Namun, juga 

memberikan moivasi sera dorongan agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah sau 

daerah di Indonesia yang pernah menjalankan program banuan KUBE adalah di desa 

Purwoagung egaldlimo Kabupaen Banyuwangi. 

Diadakannya program banuan KUBE di desa Purwoagung egaldlimo Kabupaen 

Banyuwangi berujuan guna memberikan sumber penghasilan ambahan bagi masyaraka 

yang erbilang masih kurang sejahera. Maka dengan diadakannya program ersebu 

diharapkan mampu meningkakan kesejaheraan perekonomian masyaraka. 

Pelaksanaannya program banuan KUBE di desa Purwoagung egaldlimo Kabupaen 

Banyuwangi sendiri dimulai sejak awal 2019. Dengan menjadikan masyaraka yang masih 

ergolong kurang mampu sebagai arge uamanya. Pada perkembangannya program banuan 

KUBE di desa Purwoagung egaldlimo Kabupaen Banyuwangi membenuk sebanyak 10 

kelompok yang erbagi aas dua dusun yaiu dusun Asembagus dan dusun Gladak Kembar. 

Adapun proses pemberian banuan KUBE dengan memberikan banuan unai pada 

seiap kelompoknya yang elah erbenuk sebesar 20 jua oleh Kemenrian Sosial. Hal ini 

berujuan unuk membanu masyaraka yang masih ergolong miskin unuk meningkakan 

pendapaannya dan dapa keluar dari lingkaran kemiskinan. 

Namun, pada proses perkembangannya eruama seelah dana cair anusian masyaraka 

semakin menurun. eruama keika masa pendampingan elah selesai banyak anggoa 

kelompok yang idak lagi akif dalam proses perkembangan usaha yang dijalankan 

kelompok. Hal ersebu mengakibakan perkembangan program banuan KUBE di desa 

Purwoagung egaldlimo Kabupaten Banyuwangi erhamba. 

 

Kajian Teori 

1. Evaluasi Kebijakan Publik 

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaiu “evaluation” yang berari penilaian dengan 

cara melakukan perbandingan anara suau objek dengan objek yang lainnya. Dalam kamus 

Oxfor Advanced Leaners Dicionary of Curren English yaiu find o ou, decide he amoun 

or value yang memiliki makna suau cara unuk meneapkan nilai aau jumlah (Akbar and 
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Mohi,2018:9). Evaluasi adalah kegiaan yang berujuan unuk mengeahui nilai dari suau 

kegiaan maupun kebijakan 

Jadi evaluasi adalah suau proses yang dilakukan guna meliha ingka keberhasilan 

dari suau program maupun kebijakan yang lakukan oleh pemerinah aau yang sering 

disebu dengan evaluasi kebijakan publik. Masalah publik adalah suau permasalahan yang 

engah dihadapi pemerinah, dan dalam mengaasi permasalahan publik ersebu biasanya 

pemerinah mengambil suau kebijakan yang dinamakan kebijakan publik (Novia and 

Noverman, 2019:2). Jadi, kebijakan publik adalah suau kepuusan yang diambil 

pemerinah guna mengaasi persoalan aau masalah yang engah dihadapi pemerinah dalam 

memajukan Negara. 

Kebijakan yang diambil pemerinah sering disebu dengan program pemerinah. 

Program adalah suau kesauan kegiaan yang di dalamnya berupa realisasi aau implemenasi 

suau kebijakan yang berlangsung secara berkelanjuan dan erjadi dalam suau kelompok 

aau organisasi (Akbar and Mohi, 2018:37). Jadi, yang dinakan program adalah suau 

kebijakan yang diambil pemerinah yang diujukan kepada suau kelompok aau golongan 

dalam kurun waku yang berkelanjuan. 

 

2. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suau organisasi yang beranggoa 

beberapa orang yang tergolong miskin dengan ujuan meningkakan pendapaan dan 

meningkakan kesejaheraan sosial masyaraka dengan melaksanakan Usaha Ekonomi 

Produkif (UEP), dan akan didampingi oleh orang yang elah diunjuk aau diugaskan 

(Kemenerian Sosial RI, 2019:28). 

Perauran Meneri Sosial Republik Indonesia No. 2 ahun 2019 pasal 1 enang 

Banuan Sosial Usaha Ekonomi Produkif kepada Kelompok Usaha Bersama unuk 

Penanganan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama yang selanjunya disebu KUBE 

adalah kelompok keluarga miskin yang dibenuk, umbuh, dan berkembang aas 

prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produkif untuk meningkakan 

pendapaan keluarga (Kemenerian Sosial RI, 2019:03). 

Menurut (Diijen Dayasos & PK, 2014) yang dikuip oleh (Sari, n.d, 2022:103) 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan himpunan dari beberapa keluarga yang 

dinyaakan miskin yang erbenun, umbuh, sera berkembang berdasarkan prakarsanya 
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sendiri yang didalamnya erjadi sebuah interaksi anar anggoa, dan juga seiap anggoa 

berdomisili dalam sau lingkung wilayah yang sama. Jadi Kelompok Keluarga Bersama 

(KUBE) adalah suau kelompok yang erdiri dari beberapa keluarga yang dinyaakan 

miskin dan elah diunjuk dari Kemenrian Sosial unuk menerima banuan guna 

mengembangkan usaha. Yang berujuan unuk meningkakan pendapaan masyaraka yang 

dinyaakan miskin. 

 

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyaraka merupakan suatu teori pembengunan perekonomian 

masyaraka yang menggabungkan beberapa nilai sosial. Dalam makna luasnya 

peberdayaan perekonomian masyaraka sendiri bukan berari memenuhi kebuuhan pokok 

aau suau proses unuk mencegah kemisikinan saja. Melainkan suau usaha yang dilakukan 

unuk melakukan konsep perumbuhan pada masa lalu (Hasan and Azis, 2018:138). 

Jadi yang dinamakan perberdayaan ekonomi masyaraka adalah suau usaha yang 

dilakukan guna mengaasi kemiskinan namun bukan berari hanya memberikan banuan 

bahan pokok saja, melainkan memberikan banuan unuk mengaasi kemiskinan dalam 

jangka panjang sera mencipakan kemandirian dalam memenuhi kebuuhannya sendiri. 

 

4. Konsep Kesejaheraan 

Sejahera berari adanya rasa aman dan kemakmuran, idak mendapakan gangguan 

dari segala hal, idak kesusahan, dan lain sebagainya. Kesejaheraan bisa diarikan sebagai 

kondisi sejahera yang melipui rasa aman, selama enram, bahagia, makmur dan masih 

banyak lagi. Kesejaheraan sosial adalah sisem pengauran dalam pelayanan sosial sera 

lembaga-lembaga yang membanu individu maupun kelompok unuk mencapai araf 

kehidupan, kesehaan yang lebih memadai dengan ujuan unuk memperera hubungan 

masyaraka yang seimbang anpa ada jarak aau kesenjangan  sosial (Fadilah, 2020:58). 

Undang-Undang RI No. 11 ahun 2009 enang kesejaheraan sosial adalah kondisi 

erpenuhinya kebuuhan maerial,spiriual dan sosial warga Negara agar dapa hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapa melaksanakan fungsi sosial (Pesiden 

RI, 2009:2). Sedangkan makna kesejaheraan sosial dalam konsep dunia modern 

merupakan kondisi dari seseorang yang mampu memenuhi kebuuhan dasarnya, seperi 
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sandang, pangan, papan, ersedia air bersih, sera ingka pendidikan yang memadai. Menuru 

Fadilah (2020) yang dikuip oleh Khanif (2022:58-59) kesejaheraan sosial merupakan 

seiap laki-laki aau perempuan, remaja dan anak-anak mempunyai hak unuk memiliki 

hidup yang lebih layak dalam segi kesehaan, makanan dan minuman, empa inggal, dan 

layanan sosial, bila hal ersebu idak erpenuhi merupakan pelanggaran aas HAM (Hak 

Asasi Manusia).  

Dalam Islam kesejaheraan berasal dari kaa falah yang memiliki makna 

kesejaheraan memiliki sifa holisik dan seimbang anara maerial dan spiriual, individu dan 

sosial sera dunia dan akhira. Menuru pengeriannya dalam Kamus Besar Indonesia 

mengenai kesejaheraan berari adanya rasa aman dan kemakmuran, idak mendapakan 

gangguan dari segala hal, idak kesusahan, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali 

mengarika kesejaheraan sebagai dimana kemaslahaan elah ercapai, ercapainya 

kemaslahaan dengan ujuan syariah aau al-maqasid As-syariah bisa terpelihara. 

Keenangan hai atau kemaslahaan bisa ercapai apabila elah erwujudnya 

kesejaheraan yang sebenarnya bagi manusia yakni elah erpenuhi kebuuhannya, baik 

kebuuhan rohani maupun bainnya. Al-Ghazali juga menerangkan enag sumber dari 

kesejaheraan yakni: agama, jiwa, akal, keurunan, sera hara (Almahmudi, n.d., 2019:1-2). 

Apabila sumber kesejaheraan ersebu elah erpenuhi, maka elah bisa disebu sejahera dunia 

akhira bagi manusia. 

Pengeritan ini sejalan dengan pengerian menuru Islam mengenai kesejaheran 

yang memiliki makna selama, senosa, memiliki rasa aman sera kedamaian. Hal ini juga 

sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW, yang dinyaakan dalam Q.S Al-Anbiya:107 

yang artinya “  

Dan Kami tidak mengutu engkau (Muhammad) melainkan unuk (menjadi) rahma 

bagi seluruh alam (Q.S Al- Anbiya:107) 

 

5. Indikator Kesejaheraan 

a. Kependudukan, yaiu dalam masyaraka elah seara dalam segala hal, misalnya 

ingka pendapaan, kesehaan, pendidikan, dan masih banyak lagi. 

b. Kesehaan, yaiu mendapakan kemudahan dalam mengakses fasilias kesehaan, 

misalnya empa inggal idak jauh dari pusa kesehaan yang ersedia sera erdapa 

apoek aau oko oba- obaan. 
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c. Pendidikan, yaiu mudahnya dalam mengakses falisias pendidikan, selain iu elah 

berkurangnya anak yang puus sekolah aau berpendidikan rendah. 

d. Tingkat pengangguran, yaiu semua orang elah memiliki pekerjaan yang layak, 

idak lagi menjadi pengangguran. 

e. Konsumsi, yaiu ingkan kesejaheraan seseorang bisa dinilai dari ingka 

konsumsinya, ingka konsumsi seseorangpun dibagi menjadi iga yang dianaranya 

inggi (> Rp. 5.000.000,-/bulan), sedang ( Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-

/bulan), dan rendah (< Rp. 1000.000,-/bulan). 

f. Tempat tinggal, indikaor tempat tinggal bisal dilihat dari bahan baku pembuatan 

rumah tersebu dan juga dari ipe golongan rumah yakni permanen, semi permanen, 

dan non permanen. Selain iu juga diliha dari fasilias yang erdapa dalam rumah 

ersebu apakah elah memadai aau belum. 

g. Tingkat kemiskinan, yaiu elah berkurangnya ingka pengangguran yang selama ini 

menjadi permasalahan yang masih suli unuk diangani 

h. Sosial lainnya, yaiu elah seimbangnya kehidupan sosial dalam masyaraka, idak 

ada lagi kesenjangan sosial yang selama ini menjadi pembaas anara orang yang 

ergolong kaya dan miskin (BPS, 2020:17). 

 

Metode Penelitian 

Adapun jenis penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian kualiaif sudi 

kasus. Lokasi peneliian yang penelii lakukan adalah di desa Desa Purowoagung 

Kecamaan egaldlimo Banyuwangi, hal ini dikarenakan di desa tersebu pernah terbenuk 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada ahun 2019, namun program tersebut ak 

berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi penelii ingin lebih mengeahui penyebab 

mengapa program banuan KUBE idak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Objek 

dan fokus peneliian yang penelii lakukan kepada pesera program bantuan KUBE ahun 

2019, dengan mengacu pada daftar kelompok pesera bantuan KUBE desa Purwoagung 

yaitu: 
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Tabel 1.1 

Dafar kelompok banuan KUBE 

 

NO KELOMPOK JENIS USAHA ALAMA 

1 Kelompok 1 ternak  kambing Asembagus 

2 Kelompok  2 Produksi susu kedelai Asembagus 

3 Kelompok  3 Sewa  tanah Asembagus 

4 Kelompok  4 Sewa  tanah Asembagus 

5 Kelompok 5 Sewa  tanah Gladak  Kembar 

 

Hasil dan Pembahasan 

Menurut Pramono (2020) yang dikuip oleh Khanif (2022:30) suatu   kegiaan yang 

diajukan oleh perorangan, kelompok maupun pemerinah yang mempunyai 

ujuanadalahgunamembanu hambaan aau permasalahan yang terjadi di lingkungan erenu 

dinamakan kebijakan publik. Pada dasarnya ingka keberhasilan suau kebijakan publik 

sanga dipengaruhi oleh ahap implemenasinya, maka sebab iu implemenasi kebijakan 

publik harus dijalankan sebaik mungkin. 

Kebijakan publik sendiri adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan yang 

bentuknya dalam perundang-undangan maupun dalam bentuk suatu perintah sera 

keputusan badan peradilan (Pramono, 2020:39). Dalam prosesnya implemenasi 

dipengaruhi oleh dua unsur yakni keberadaan dari suau program aau kebijakan dan unsur 

pelaksanaan. 

Meningkakan kesejaheraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab 

Pemerinah. Berbagai program telah pemerinah keluarga guna membantu permasalahan 

teruama pada kesejaheraan ekonomi. Salah sau program pemerinah pemerinah yang 

berujuan meningkaan kesejaheraan perekonomian masyarakat adalah program bantuan 

Kelompot Usaha Bersama (KUBE). 

Adapun tahapan pemberian bantuan KUBE di desa Purwoagung tegaldlimo 

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai beriku: 

1. Tahap Seleksi 

Sebelum program dijalankan disuau daerah maka akan dilakukan seleksi erlebih 

dahulu. Seleksi melipui memilih masyarakat yang akan menjadi sasaran penerima 

bantuan KUBE dengan keenuan harus benar-benar keluarga aau masyaraka yang 
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dinyaalan miskin berdasarkan daa dari BPS (Badan Pusa Saisik). Di desa 

Purwoagung egaldlimo Kabupaen Banyuwangi dalam memilih calon anggoa idak 

memandang berdasarkan agama aau kelompok erenu, melainkan berdasarkan prinsip 

keadilan dalam ekonomi. Karena dalam pemeraaan ekonomi adalah hak semua 

individu yang benar-benar membuuhkan. tahap seleksi para calon penerima program 

banuan KUBE sendiri dilakukan oleh keua R seempa, hal ini dikarenakan keua R 

dianggap lebih mengeahui bagai mana kondisi wargannya. Selain iu kenapa bukan 

dipilih lansung oleh kepala desa, karena diakukan akan ada unsur poliik aau unsur 

kekeluargaan. 

2. Tahap Verifikasi 

Seelah ahap seleksi selesai maka daa yang elah ersusun akan dianda angani oleh 

Kepala Desa sebagai anda bahwa pihak Pemerinahan Desa mengeahu bila warganya 

akan mendapakan banuan KUBE. Hal ini dikarenakan banuan ini yang menjalankan 

dari Kemenerian Sosial langsung, jadi pihak desa idak ahu sama sekali mengenai 

program ersebu. ahuan pihak pemerinah desa dikarenakan program ini benar-benar 

dijalankan dan diawasi secara langsung oleh Kemenerian Sosial. Jadi, karena hal 

ersebu pemerinah desa Purwoagung egaldlimo Kabupaen Banyuwangi kurang 

mengeahui secara rinci mengenai program banuan KUBE. Mereka hanya mengeahui 

sekilas karena pada program ini digerakkan mereka juga iku sera dalam beberapa 

ahap saja selebihnya yang menjalankan adalah seorang pendamping KUBE yang 

diugaskan. 

3. Tahap Pengecekan 

Tahap pengecekan dilakukan guna unuk memasikan apakah nama-nama yang erdaa 

memang ergolong sebagai keluarga miskin dan idak ada rekayasa dari Pemerinah 

Desa. Pengecekan dilaksanakan oleh orang yang benar-benar erpercaya dari 

Kemeneian Soisal. Pada ahap pengecekan daa dari desa Purwoagung egaldlimo 

Kabupaen Banyuwangi dilakukan oleh peugas dari BPS Kabupaen dan KSK seempa. 

Kudua lembaga ersebu sudah dipercaya oleh Kemenerian Sosial dalam menindak 

lanjui daa yang elah dikirim sebagai calon penerima banuan KUBE. 
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4. Tahap Pendampingan 

Pendampingan berujuan unuk membimbing kelompok- kelompok yang elah erbenuk 

dalam memilih usaha yang akan dikembangkan bersama sera memibimbing jalannya 

suau program agar berjalan dengan baik. ugas pendamping bukan hanya sekedar 

mendampingi saja, namun juga membua laporan mengenai kondisi yang engah erjadi 

dalam kelompok. Selain unuk membanu dalam membenuk sebuah kelompok, 

seorang pendamping juga memiliki ugas unuk mendampingi secara maksimal kepada 

seiap kelompok. Hal ersebu berujuan unuk memaksimalkan ingka keberhasilan 

program banuan KUBE. Di desa Purwoagung egaldlimo Kabupaen Banyuwangi 

sendiri ahap pendampingan dilakukan dengan mendaangkan narasumber aau orang 

yang ahli dalam bidang usaha yang dijalankan oleh program KUBE di sana. Selain 

iu pendampingan juga dilakukan dengan melakukan pengecekan secara berkala guna 

mengeahui apakah ada kendala yang menghamba perkembangan KUBE iu sendiri, 

bila diemukan kendala maka seorang pendamping juga berkewajiban unuk membanu 

mengaasi kendala ersebu dan melakukan pelaporan kepada Kemenerian Sosial. 

5. Tahap Pencairan 

Pencairan dana banuan apabila kelompok-kelompok yang elah erbenuk sudah 

memiliki usaha sera proges dalam mengembangkan usaha bersamanya. Mekanisme 

pencairan dilakukan dengan mengirimkan secara langsung dana banuan e rekening 

kelompok maupun rekening salah sau anggoa kelompok. Dengan jumlah banuan 

dana sebesar RP.20.000.000-, (Dua Puluh Jua Rupiah) per kelompoknya. Dana 

ersebu haruslah dimanfaakan dengan sebaik-baiknya yakni dengan jujur unuk 

membuka usaha bukan unuk digunakan unuk memenuhi keinginan pribadi seperi 

membeli barang pribadi. Dan juga hasil dari usaha ersebu harus dibagi raa sesama 

anggoa kelompok dengan adil. 

6. Tahap Pemanauan 

Dilakukan berjuujan unuk menindak lanjui usaha bersama yang engah berjalan. Bila 

dalam pengembangannya menemukan kendala maupun kerugian maka iu akan 

dilaporkan kepada Pemerinah langsung. Conohnya saja bila ada hewan ernak yang 

mai, iu naninya akan dilakukan pelaporan bahwa ada sau kelompok yang mengalami 

kerugian. Selain iu ahap pemanauan juga dilakukan guna memanau apakah dana 

banuan KUBE benar-benar digunakan unuk membuka usaha bukan unuk membeli 



 

Vol. 12 No. 01 Juni 2021 

Evaluasi Bantuan Pemerintah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyaraka dalam Perspekif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Purwoagung 

Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)…… 
   

 

 
11 P-ISSN : 2088-6365 | E-ISSN : 2477 - 5576 

barang-barang pribadi. Jika ada pelanggaran ersebu maka seorang pendamping akan 

membua laporan unuk dilakukan indak lanjut.  

 

Kesimpulan 

Pemberian banuan KUBE di desa Purwoagung egaldlimo Kabupaen Banyuwangi 

berdasarkan 5 (lima) ahapan yakni: ahap seleksi, ahap verifikasi, ahap pengecekan, ahap 

pendampingan, ahap pencairan, dan ahap pemanauan. Dari kelima ahapan ersebu, ahap 

pendampingan merupakan ahap paling uama aau ini. Hal ersebu karena pada ahap 

pendampingan adalah ahapan penenu ingka keberhasilan program banuan KUBE. Namun 

pada penerapannya, di desa Purwoagung egaldlimo Banyuwangi ahap pendampingan 

masih kurang maksimal karena waku pendampingan yang dirasa erlalu singka oleh para 

anggoa penerima banuan KUBE. 

Dalam perkembangannya program banuan KUBE di desa Purwoagung egaldlimo 

Kabupaen Banyuwangi memiliki kendala yang menghamba perkembangannya yakni: 

penenuan bidang usaha, proses pendampingan, pemasaran produk, pandemi COVID-

19,komimen anar anggoa. Kendala pandemi COVID-19 merupakan kendala yang idak 

dihadapi oleh program KUBE dalam siklus waku yang berbeda, karena program ini 

dilaksanakan yang wakunya berdekaan dengan awal pandemi COVID-19. 

Peneliian mengenai Evaluasi program banuan pemerinah (KUBE) erhadap 

pemberdayaan masyaraka dalam Perspekif Ekonomi Islam (Sudi Kasus di Desa 

Purwoagung egaldlimo Kabupaen Banyuwangi), mengacu pada kerangka konsepual sera 

6 indikaor evaluasi kebijakan publik dapa diarik kesimpulan bahwasanya program 

banuan KUBE di desa Purwoagung egaldlimo Kabupaen Banyuwangi belum bisa 

mencapai efekivias secara maksimal hal ini dikarenakan program ersebu sudak idak bisa 

berkembang lagi sehingga belum bisa mencipakan kesejaheraan perekonomian 

masyaraka jangka panjang. 
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